BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelak as teknis dan
operasional pada Perangkat Dae i li g Pemerintah
Kabupaten Jember dan } i
kepada masyarakat,

-

ke _Daerah, serta memperhatikan penetapan
Eb)_}p /ti/te/ﬁtang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
lan i“serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
f _:I./Lpé“‘ efintah Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan
/'./»/ penyesuaian terhadap Peraturan Bupati yang mengatur tentang

_— UPTD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran
Negara Tahun 1981);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45395);
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3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;/ '
kan

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Ne Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah rribaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai af’cg% eberapa kali

o‘f“,l Tahun 2022 _
Ndhor 12 Tahtin

\rtl’rr ndangan

‘%2'2 Nomor 143,

2011 tentang Pem Tt

-

12 .
(Lembaran Negara p 1[5 nd
Tambahaﬁ L‘e’mb I Ne ar i
8 Llndarrg Un an 0 mor ],8£‘I un /012 tentang Pangan (Lembaran
N al al Indonem “Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan

n! lqa.r n ngre?a tRepybﬂ? Indonesia Nomor 5360);

ndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Nf,\ga;a (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6 TarﬁBahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

J,O Tjndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandaraudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4146);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

=
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); e

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 TahgnQOT)Q tentang
Laboratorium Lingkungan ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr/SD Tahgr{ 2015 tentang

ahun 201’8
0}6/tentang

Pembentukan Produk Hukum Dﬁer/ , seb telah diubah -
r\l %

dengan Peraturan Menteri Dzﬂan}
19. Peraturan Menter1 /Pferﬁ%anoaﬁ mor 7
Metrologi Le /ga} ]
20. Peratu,rarf/ en/tin alaln eri ﬁmﬁl@ ’T‘ahun 2017 tentang
ptu an,, am Kla 1ﬁk sq1 Ca bang Dinas dan Unit Pelaksana

'\

r eh‘tah igabUpaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

,-I r t glllembt‘nafkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

DaerAh )ia’ﬁlpaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

[ '-Le)nbaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah

_—diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

22.Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 114);

23. Peraturan Bupati Jember Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas PerikananKabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 119);

24. Peraturan Bupati Jember Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 120);

— =
-/-
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25. Peraturan Bupati Jember Nomor 124 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 124);

26. Peraturan Bupati Jember Nomor 126 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2021 Nomor 126);

27.Peraturan Bupati Jember Nomor 127 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
Nomor 127);

28. Peraturan Bupati Jember Nomor 129 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 129) ;

29. Peraturan Bupati Jember Nomor 130 Tahun 2021 tentang—
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta “Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember (Beri e ah Kabupaten
Jember Tahun 2021 Nomor 130) ;

30. Peraturan Bupati Jember No %1 Lll 2 21 tentan
Kedudukan, Susunan Organjsas i serta/Tata
Kerja Dinas Par1w1sa,ta/ ﬂébﬂﬁL ﬁ; é\; ep Ue ber (Berita
Daerah Kabgpa

31. Peraturan

tx\ JeE% 0 L/I ahun 2021 tentang

a Lm n gas dan Fungsi serta Tata

] e mu a ahraga Kabupaten Jember (Berita

at 21l J'em—ber Tahun 2021 Nomor 132);

_ patr “Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang

" Kﬂdudukgﬁ, ‘Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerg,& Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember (Berita

~Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 4);

< /33. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 5);

’ »/-'-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Mg e e

ge

10.

135

13,

13.

14.

15.

17

18

o~

19.

20.

21.

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Jember.

Dinas Perikanan adalah Dinas PerikananKabupaten Jember.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kekfarga
Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jem L.,
Dinas Kepemudaan dan Olahraga adal 'naerp mudaan dan

Olahraga Kabupaten Jember.
]bmaé Lm ngan /m

Dinas Lingkungan Hidup— fal
|

Kabupaten Jember - -

- -

_/

Dinas Tanam,an/ a ‘ rtikul n‘é aﬂ/\ /rkébunan adalah
Tanama;}P/ a ac:[nLi ltura a ﬁk n Kabupaten Jember.
1 jl a_]fl A )/Sﬁlan Polisi Pamong Praja
’Ka L
Kepala Dl a Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah
Kabu J meez, —
'Kebala’ UPT/D -adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kabupaten

ﬂmﬁﬁp
_Umiit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat.
Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan
kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas organisasai induknya.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.
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BAB II
NOMENKLATUR UPTD
Pasal 2
Nomenklatur UPTD terdiri dari :
a. UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu :
1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A); dan
2. UPTD Instalasi Farmasi (Kelas B).
b. UPTD pada Dinas Sosial yaitu :
UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Kelas B).
c. UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu :
1. UPTD Parkir (Kelas B);
2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Kelas B);dan
3. UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (Kelas B).
d. UPTD pada Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu :
1. UPTD Rumah Potong Hewan (Kelas B);
2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Klinik Hewan B); dan
3. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Kelas B)
e. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdaganan yaitu : i
UPTD Metrologi Legal (Kelas B). "

f. UPTD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaa/nga'm)l/_:
UPTD Destinasi Wisata Terpadu (Kelas Bl. " ,f_ L

g. UPTD pada Dinas Perikanan ya;lt}/ -
1. UPTD Perikanan Budidaya A :.

_SJJA

2. UPTD Tempat Pelelanganfkan (Kelas B), | = |( -

h. UPTD pada Dinas Pempberd 3} $ Pére p%éﬁ,l{lf’b' nd nga nAnak dan
Keluarg_a_l,Ber cana )(EJ : J ] '«)/}/’”/
UPTB Perlindurg e n dan (Kelas B).

n
) 1’@!‘{1‘ | ab inas i;e as(anfdan Olahraga yaitu :
e' 0 a[ S@itana Olahraga (Kelas B).
imgkungan Hidup yaitu:
1 UP‘TD Laberatorlum Lingkungan (Kelas B); dan
| 2 FTEB Pengelolaan Sampah (Kelas B).
lg,UPPD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7 yaitu:
UPTD Taman Teknologi Pertanian (Kelas B).
1. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:
UPTD Pemadam Kebakaran (Kelas B).

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan pemerintahan yang
bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya, tidak bersifat
pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan
penetapan kebijakan daerah.



_

(2) Wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas administrasi Kecamatan
dalam Daerahnya dan tidak membawakan UPTD lainnya.

(3) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Tugas, fungsi, tata kerja serta bagan susunan organisasi masing-
masing UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran ye_ll_ng"”"
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Tni.

o o ESELON JABATAN

Il % Pasal 6

[]',:)--'Képala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau

~ Jabatan Pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan
Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
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lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing.

(2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan
terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis /
Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun

2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

/’

Agar setiap orang mengetahym«?’ﬁ{ r%}e;rlr)h']g}\‘kaq IpF:ngundgng/n
Peraturan Bupati ini d{cpggzﬂ N T’?p ann,yé d Qam _ ):lta/ Daerah

)

Kabupaten Jember. —— /| \
— _
- N L/W | il
1 o = | I\ Bi(tapkan di Jember t
2 .’ . ‘ | | b , "'--"_‘__/f"/ pada tanggal 7 9 2022

R\ BUPATI JEMBER,

_ ttd

/biundangkan di Jember HENDY S

pada tanggal 7 20l 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR ¥



LAMPIRAN IA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR: <2  TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

[. TUGAS

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas/_,__..---"""M'

dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan, pengamanan peljgla%afﬁ
kesehatan melalui pelayanan pengujian dan kalibrasi di ,Lirrgﬁungan
Pemerintah dan swasta serta tugas lain yang diberikan oleh/Ke@ia Dinas.

II. FUNGSI = |f" o
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah memp'/-ya% fung§1 |
a. Penyelenggaraan pelayanan _ pe Labefﬁmmum K,esehatan

Masyarakat, Laboratonum F d,an fi(a,llbrgm _alaf kesehatan;

'I‘L‘nlk P
dan 1\ IJ/ &J
b. Penyelenggaradi p%: ntan: atzd’an bahan Laboratorium
e[(l abo a o}n}ujn K/lmfrﬁan Kalibrasi alat kesehatan.

Kesehat,a'fT T‘F 2

I 'SUSUNAN ORGANI P /

Susunan Omgams‘am UPTD Eaboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :

A. Kepala UP’FDmemfaunyal tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengaw‘asan evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan UPTD.

w.

- | . -

—

_,B-."Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyasi tugas melaksanakan
ketatalaksanaan dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi
umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala UPTD.

C. KepalaSub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan
mempersiapkan sarana prasarana kantor;
c. penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat
kantor dan barang inventaris;dan
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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D. Kelompok Jabatan Fungsional.

a.

b.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BUPATI JEMBER, / }
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LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KEPALA UPTD -
prall
/f/:;//;u-lﬁn (i '::i.j
[ . \ [ “L B
IR B o

“KELOMAC JABAT { ~ | SUBBAGIAN
S|ONA W= TATA USAHA
: |

FMNG

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

Pe mbina Utaia Madya
NIP. 196392 “199202 1 001
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LAMPIRAN IIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29  TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHINSTALASI FARMASI

L.

II.

TUGAS

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas menerima, menyiapkan,
mendistribusikan, menyimpan, memelihara, menghitung dan mengamati

kebutuhan persediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia—"

kesehatan, dan dan Bahan Medis Habis Pakai, (BMHP), serta tugas IM

diberikan oleh Kepala Dinas. e

FUNGSI [

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : s - 5

a. pelaksanaan seleksi obat publik un uk/pf; b’ fsiehatar asar, Q&han
kimia kesehatan, Bahan Medis¥ —

b. perhitungan kebutuh@nfﬁﬁaﬂp 1'1;; uﬁ pela gyeﬁahatan dasar,
bahan kimia kesskﬁan dan [E;al-r n Meqfé l:lis'-,gk (BMHP);

e penerlmaan,fPen} ﬁﬁ %‘p e 1}131traan ~pendistribusian obat untuk
, b

an 1a kesehatan, dan Bahan Medis

pelayanan| kes tan _
__Habis Pakai ( VI E)I;Eiar} ‘.,,,,’/_‘_',/-'/
“d. penca’ia@ ,| pelappran;: monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik

untuk pel yanan-' eschatan dasar, bahan kimia kesehatan, Bahan Medis
Habis Pal ____(BMHP).

-

III. SUSUNAN ORGANISASI
4. Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

b. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Penanggungjawab

1. Kepala UPTD dalam melaksanaan tugasnya dibantu
Penanggungjawab Sub Unit

2. Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana dimaksud berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD

3. Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Penanggungjawab Sub Unit Penyimpanan dan Penyaluran
b. Penanggungjawab Sub Unit Distribusi
c. Penanggungjawab Sub Unit Pencatatan dan Pelaporan



= )

4. Tugas dan Fungsi Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana
dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Dinas

5. Pengangkatan dan pemberhentian Penanggungjawab Sub Unit
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S
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51992021001 /] / R )

’/_,_/ ‘//‘| " [/ III (’\'. “IIII >| I| - /
200 AT\ P YU
A J g A\ \_/
2 ﬂ 1 AN IS
AN P IUBE
i I | Y -
5 ( 1 I U Lo
. [—"" J - —
| \\ < : L:_’_,///
v =



- 14 -

LAMPIRAN IIB PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI

KEPALA UPTD W
>

__,K-E‘L’qivmo AB!/
1 A

,/1677 ~FUNGSIONA
.’( | |

o
-

A" 14
[ a
L4
G

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

xé@?ﬂbin*l’é?é_%g Madya
5

NIP. 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : @ TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

L.

II.

1. SUSUNAN' o', GANISASI

LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL

TUGAS

UPTD Lingkungan Pondok Sosial mempunyai tugas memberikan
pelayanansosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
khususnya gelandangan, pengemis dan gelandangan penderita psikotik.

FUNGSI o=
UPTD Lingkungan Pondok Sosial mempunyai fungsi : =
a. pelaksanaan registrasi, akomodasi dan 1dent1ﬁk§,srpelayan Liposos;

b. pelaksanaan penentuan diagnosa kecacatal mentaﬂ ' sosial serta

perawatan kesehatan; ___,_..-/-:_j.»] g | /| ;'\ | N\ | e
4 I"\ |II L= II| ("q"._,ll ..II - - il

c. pelaksanaan bina mental dan P 1;

d. pelaksanaan latihan k;;eﬁgtm Ell/sﬂ( r kq#] }arr blna usaha;

e. pelaksanaan usaha—‘!.i’s |ha _ pégqerﬁﬁnpatan kembali ke
keluarga; - Lﬂ.ﬂ >

f. pelakSana,bh Y maarl ] ,pcrl/ungan sosial; dan

rmsﬁe ,pe- endalian-intern.

/

—

a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.

b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.
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Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S
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LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL

.-’/-/--. :
KEPALA UPTD ///""'
///,? o
Pl [ A | l ll' ( -
—_ , /o \ \ —

= /EﬁIWﬁi K JABATA L
L/ElUN SIONA
: A\

\\\

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

n Ti fama Madya
NIP 196302’15 199202 1 001
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LAMPIRAN IVA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :% TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR

I. TUGAS

UPTD Parkir mempunyai tugas :
a. melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan atas pelayanan
jasa parkir kendaraan bermotor; dan
b. melaksanakan pengelolaanpendapatanparkirsebagaipendapatandaerahr
II. FUNGSI

UPTD Parkir mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan teknis pengelolaandan pengav
parkir khusus dan tempat parkir insidenti

b. perencanaa penentuan lokasi de
kabupaten, parkir khususda

petugas pa
dan Peridapa
d.pényele ‘3; :

kendar: :; ;
e. pelaksa

heliksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha dan badan usaha

penyelenggara parkir swasta,

h. pengusulan perumusan kebijakan dalam rangka manajemen peningkatan

pelayanan parkir; dan

i. penertiban juru parkir liar bersama instansi terkait untuk peningkatan
pelayanan parkir.

III. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Parkir terdiri dari :
a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
b. Kepala UPTDdalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan
perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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IV.Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

3.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada

Kepala UPTD.

4 .Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

5.Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER, >

ttd el
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=
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LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :29 TAHUN 2022

TENTANG N(/)MENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIUNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PARKIR
KEPALA UPTD =
e ~ /ﬂ |'f 0
- ',"._.’..--“-/;.‘--/'J l ’ l \ |IIII !II’III II\I\ l?’II:I .:II - .
KELOMPOK JABA Aﬂﬂ W\ AN
_—FUNGSIONAL e
eiairAn ol
- | l |[ TTH '// ped
Bl N YA
| JU
/ I.I Il'; "‘ \/ 'I o=
BUPATI JEMBER,
ARIS DAERAH, il

HENDY S

[RFANO
%ﬁﬂéﬂtama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN VA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : <9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TUGAS

UPTD Pengujian Kendaraan Bemotor mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan serta memberikan pemastian kelaikan kendaraan bermotor yang- _

telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kemiafaan
bermotor dan pemberian tanda lulus uji kendaraan bermotor.

FUNGSI T /
UPTDPengujian Kendaraan Bermotormempugyaﬁ'uﬁgsl 1
a. pelayanan umum pengujian kendara,an/bcﬂ 4or w ﬁﬁ? 11_-]-1, pe etapan/day'ef

angkut, pemeriksaan persayatan ni Fian ik ja alan; || L
' dfnyaj I{f\:q: ,én— el hntas dan
T:l - oleh polusi yang

J —~

(- -
/

-

b. pencegahan serta rne/rn fi_l r

c. penc : <an - l;cra’t pada pemakaian kendaraan
" _bermotg ; .
- d. pembeﬂt enilaian L@rhaéép penghapusan dan perawatan pemeliharan

kendaraan bermotor milik pemerintah;

e. pemberian 1nf0rrna31 mengenai masa berlaku uji berkala kepada pemilik
kendaraari;

f. __perriﬁérian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor

" mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu terberat, kelas jalan bagi
kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum di dalam buku
uji;

g. pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan
bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermototr wajib uji
secara berkala;

h. penyajian data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau
angkutan barang setepatnya dalam hubungannya dengan pembinaan
angkutan pada umumnya;

i. pelaksanan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

j. pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT ;
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k. pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor,

kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;

1. pemrosesan persetujuan/ rekomendasi untuk uji pertama, mutasi, numpang
uji, rubah bentuk dan rubah sifat kendaraan bermotor wajib uji;

m. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ke wilayah-wilayah yang
ditetapkan oleh peraturan; dan

n. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan
bermotor secara berkala.

[II. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :

a.

b.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional e
1.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanalgarr tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. ~

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejum /ah’/)‘.en ga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dal@u}bcfbagai,}:elpmpok sesuai
dengan keahliannya. - | |
Kelompok Jabatan Fungsional /dlp” Frrpﬁ le,h saorapg\te ga fungsn‘jnal
senior yang ditunjuk oleh/K;pa‘l? Dlrfa$ erhubur}gé\n d | bertanggung
jawab kepada Kepala Ul | \[ [\ o ey

Jumlah Jabam “F“L:Lﬂ stonal1 dite} tuk | berd:asﬁrkan kebutuhan dan
beban kCI_] A L | e

anan.l |d1gtli__/'_sesua1 dengan peraturan perundang-

» Jeriis" fo
undangar -
TRV il
ttd
HENDY S

Pém ma Dfama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN V B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 49 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR L .

KEPALA UPTD

fj MﬁbKJAEjﬁ
1 5 UNGSIONAL -~

A
—.
|
\ A
\
\ g
\
b

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S
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LAMPIRAN VI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : X9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

L

II.

. pen

TUGAS

UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pelayanan, mengawasi dan pengoperasian Bandara Udara;

dan

b. melaksanakankegiatan  penunjang  keamanan dan = keselamata

penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara,
penumpang dan/atau kargo dan pos.

FUNGSI

a. penyelenggaraan dan pengendaliarf pelaks alu | andara;

. penyediaan  da meliharaa fsi ekni bandara udara,
telekomunikas i isfri
d. penye afi penunjang Bandar udara untuk
elan 5
. penys ] Tefolz engefnidalian keamanan dan ketertiban umum, serta
L)L) >
hygie sidi Bandar udara; dan

péerumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan
kebandaraan.

. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan terdiri dari :

a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.

b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

V. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
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Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S
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LAMPIRAN VI B PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR

: /9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

KEPALA UPTD
KELOMPOK J/P:iﬁ\rgﬂ:" i
FUNGSIONAL,
1l AT A
=il |
--"I;.il'[/ | [/ | L
| I It
| W -’”| LT
.'|| | /’
’ |) ’/-_,___..--"
S DAERAH,
/
tama Madya

NIP 19630’215 199202 1 001
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LAMPIRAN VIIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : DQTAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG
HEWAN

I. TUGAS
UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelayanan dan pengendalian rumah potong
hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).

1. FUNGSI

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

a. Pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternal ‘ mah potong
Susunan Organ

hewan ;
b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipttong da
hewan setelah dipotong
c. pengembangan kemitraan pelay
o iU PTD Rumah Potong Hewan terdiri dari :
a. Kepala UF D mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pefigawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi pelaksanaan

d. pelaksanaan penerapan
e. pembinaan dan_pen

perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

ksaan daging

IV.Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.
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4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

S5.Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN VII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : %) TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA UPTD
/;/ fﬂ
_ i [ I‘, ln’ |':—_
KELOMPOK JABAIANf] [ ] A ‘1 ';1 _ -
FUNGSIDNAF [ B\ | e
IO ATE N A V=
- d | | -
o | "
' | H, " T J =
s [ﬁ" | ‘ ‘ .| | 4 ,’l// =

BUPATI JEMBER,
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HENDY S

\ '}ftama Madya
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LAMPIRAN VIII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : #9  TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA

L.

II.

III.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

TUGAS

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Keschatan Masyarakat Veteriner dan
Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakansebagiantugasDinas di
bidangpemeriksaan, penyidikandandiagnosepenyakithewan.

FUNGSI
UPTDLaboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Klinik Hewanmempunyai fungsi :

. Penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidi

Pelaksanaan evaluasi dan cara-cara
. Pelaksanaan pelayanan penguji

-0 Q0 o

SUSU

1 Hewan terdiri dari :
a. Kepala ctnpunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
penga evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.

b. Kepala —UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan

pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Masyaraksa

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.
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. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

enis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN IX A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :%) TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

I. TUGAS
UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pembiakan,
budidaya ternak, hijauan makanan ternak dan pelayanan masyarakat.

II. FUNGSI
UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fung§j..:--""""
a. pelaksanaan pembibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak —
b. pelaksanaan pemeliharaan ternak dan pengadaan paka )u:e’

. pelaksanaan pembibitan hijauan makanan terngk,/ [ )

. pelaksanaan pendistribusian bibit ternak hasﬂl dlaaya E‘P’l‘

pelaksanaan pelayanan masyarakat J;erita:? Plblgﬁ‘n temak dan hl_]a.uem

pakan ternak (HPT); dan i - E (= W8

f. pelaksanaan pengembr;m an !I?ilqmigtil

ternak dan HPT A \

oo

\J}II _
-

L
1pa

0-1

a mgsjara;ca‘t’teﬁtang budldaya

L ',//

111, SUSUNﬁN"@ G. RL}QAS g 5[\ |
___,_.Susunan Qr anisasi |U q éni_l;i%iféh Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
terdiri da_’rl —-f
a. Kepala UP’I‘D memp‘unyal tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengaWasan “evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
b. Kepala— “UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pefaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan

" pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.
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Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER,
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LAMPIRAN IX B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : %9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN
TERNAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

KEPALA UPTD

= //f/,jﬁ \
._'__.///? I \ I;‘:)
KELOMPOK JABATAN 11 // [ | | ™ ,
Funasionat — ({1 )/ /1|
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AGIZIN BUPATI JEMBER
/SEKRETARIS DAERAH, ’
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LAMPIRAN X A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

L. TUGAS
UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Tera dan
Tera Ulang UTTP pada struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang
membidangi Perdagangan.

II. FUNGSI
UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
a. pengaturan dan penerapan pengukuran, penakaran dan penimbangan
b. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan
dan pemeliharaan standar kerja;
c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapanr}ya"
d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertan /ggtlng jawab
terhadap penggunaan cap tanda tera; / q
e. penyusunan rencana/program tera/tera u ,amg/ alat- al ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP},i f f (- -
f. pelaksanaan tera/tera ulang /a@ﬂ }/ ukmf\ takag‘ imbang defi -
perlengkapannya (U’I‘TRI,,,dén - \ f U / /
g. pelaksanaan momtermg 'd }r u[asx rt%i\)é}rap r&;L/ -

)
11 [ j ‘ Ji==s

JIRY
[II. SUSUNAN ORC ANTSASI \ '
Susunai, 0{1 ]j? sasi UP’[‘D Me rcll g0 Legal- terdiri dari :
a7l Kepala a1 t ﬂsfrﬁem1mp1n melaksanakan koordinasi,

peng'aw}agal val asi p/nyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.

b. Kepala UPTDL- ;1a'1’am melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaanperencanaan umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelap,oran pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV Kc"[ompok Jabatan Fungsional
= 1. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas dan fungsi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sampai dengan
pengawasan. Agar tercipta kondisi yang kondusif apabila diperlukan
pengangkatan fungsional (penera) senior dilaksanakan oleh kepala

UPTD.
ey e DASRAL BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S

NIP .“*19@3,02'1’5 199202 1 001
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LAMPIRAN X B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : ;9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL

KEPALA UPTD
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LAMPIRAN XI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DESTINASI WISATA TERPADU

L. TUGAS

UPTD Destinasi Wisata Terpadu mempunyai tugas :

a. mengelola, melayani dan memelihara obyek wisata, secara efisien,
efektif, dan akuntabel,

b. menyediakan obyek wisata yang nyaman, aman, bersih, sehat, indah,
berdaya saing, dan ramah lingkungan

¢. melaksanakan obyek wisata sebagai pendukung peningkatan ekeriomi
masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

II. FUNGSI
UPTD Destinasi Wisata Terpadu mem

a. penginventarisasian fasilitas bafiguna;
pendukung obyek wisata,;

b. penertiban dan i-e e
lingkungan ob 111’ :

iharan sarana pendukung
éngelola, areal parkir, tempat
sampah, air bersih,

ingkatan kualitas dan pembenahan lingkungan obyek wisata
meliputi :

1. pengaturan lalu lintas orang di dalam obyek wisata;

2. pembenahan sistem air bersih dan limbah;

3. pembenahan sistem elektrikal;

4. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan

5. pembenahan sistem penanganan sampabh.

e. pelaksanaan tugas membantu pengelolaan pendapatan Daerah
meliputi :
1. pendataan obyek dan subyek retribusi Daerah di lingkungan obyek
wisata;
2. pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek
wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain;
3. penatausahaan pengelolaan retribusi Daerah;



II.

IV.

-39 .

4. penyetoran hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di

lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari
sektor lain ke kas Daerah;

5. pelaporan hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di

lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari
sektor lain kepada Badan Pendapatan Daerah;

6. pengawasan dan penertiban kegiatan pengunjung obyek

wisata/wisatawan di lingkungan obyek wisata;

7. penyediaan informasi obyek wisata meliputi peta/tata letak, fasilitas,

sarana pendukung, event wisata, dan lain-lain informasi yang
diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan pengunjung dan
peningkatan kunjungan wisatawan; dan

8. penginventarisasian dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan,

sarana pendukung, dan lingkungan obyek wisata.

SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Destinasi Wisata Terpadu terdiri dari :

a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordlnas;,,,.,---,......__

Kelompok Jabatan Fungs1or;a.l ‘
2.

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas “dan
kegiatan. _—

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya ,m( nyai fung31
pelaksanaan perencanaan, umum, keuanga ;
pelaporan pertanggungjawaban atas p

emplin ai tuéa/s,mgfak'sanakan tugas

ahllan kebu
mgs onal Han’sejumlah tenaga ahli dalam

khusus sesual"ﬁ da

Kelompok Jabatan/:;m ibnai
Kelomp J batan_

jen_;a'n ] bat n f[un smqal y g ferbagl dalam berbagai kelompok

se$ua1| engan keahliannya. —

Kerhpﬁmp Jab tan'“F‘ungsmnal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang dlj.umuk oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan
bﬁn‘t&rfggaﬁg jawab kepada Kepala UPTD.

Juﬁﬂah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

“beban kerja.

Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S
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LAMPIRAN XI B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESTINASI WISATA TERPADU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DESTINASI WISATA TERPADU

KEPALA UPTD i
— _-'/\l V." ( I.' | J'I 'l, r’.{hj,:' J.' /,/,
KELOMPQ Jﬁb\ r‘AN, A III‘\, [I - Illt I / -
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/| .
"IN

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

NIP. 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN XII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

L. TUGAS
UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas :
a. membina dan memantau penerapan teknik perbenihan dan distribusi
benih;
b. mengendalikan mutu benih; dan
¢. melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungan.

II. FUNGSI.

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :

a. pelaksaaan peningkatkan kualitas alih teknologi pe
tawar,;

b. pengendalian mutu benih melalui carg per

penerapan sistem jaminan mutu-pe: i

pelaksanaan produksi dan-dis

pengembangan dan-p

berrihan ikan air

Susun Aisa§i-UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri dari :

PTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
nengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan
kegiatan,;

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnyamempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.
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. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S
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LAMPIRAN XII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : #9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

KEPALA UPTD e
_,..,-""'/:/;"J/-:? l a |'. =
KELOMBQ%A&\ TA YIRS
_—FEUNGSIONAL ANV 2
e \ - /
S -1 >
) 2 r.] ' [ Za L/] \// ]
o | | [ 2 =
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LAMPIRAN XIII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : A TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. TUGAS
UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas :
a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagai Pusat pemasaran dan
distribusi ikan hasil tangkapan; dan
b. menampung dan mendristribusikan hasil penangkapan baik yang
dibawa melalui laut maupun jalan darat.

II. FUNGSL

UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

a. penyiapan perencanaan pelaksanaanpemasarati produk perikanan;
b. pelaksanaan pelelangan ikan;
c. penyediaan sarana dan prase ||t ptﬂ p an pro
perikanan;
d. pelaksanaan pengemb n kalah ikan;
e. pelayanan ke gfyar a am Me i pemasaran produk
»
S \n nelayal pedagang ikan; dan
an'ha il-penangkapan ikan.

S
1. SuUS I\ZA ORGAN
Susun isasi UPTD Tempat Pelelangan Ikanterdiri dari :

a. ala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan
kegiatan.

b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.
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3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinasdan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S
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LAMPIRAN XIII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : <9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN

KEPALA UPTD
KELOMPOK JABATAN /,/_/f-? ()
FUNGSIONAL 1= 7/ /] ( =
LAV D\ -
,/:"'-‘-//‘ ‘C = I.‘-_ ,'I ) \ I‘-__ ) -
PR , AN V=
gL etaBIR C =
4 HL J [ ] '\,II = -
A i
BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S
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bP‘e?nhtﬁd Utama Madya
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LAMPIRAN XIV A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR  : ) TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISAS]I,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

L. TUGAS

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

a.

memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan
memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan
bagi perempuan dan anak; dan

melaksanakan  pelayanan  pengaduan, konsultasi, fasi,
penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbi rohani,
pendampingan, penegakan dan bantuan hu , (dan layanan

pemulangan dan reintegrasi sosial.

II. FUNGSI

UPTD Perlindungan Perempu A

a. peningkatan pelaya a 1
korban keker raficel

b. pelaya an ganan| sege in kepada perempuan dan

y galami permasalah

pel al ke enydmanan, keselamatan dan bebas biaya
ke r u in-anak yang mengalami permasalahan;

d. p asiaan perempuan dan anak yang mengalami
p n;

e. peémbérian kepastian hukum bagi perempuan dan anak vyang

mengalami permasalahan;

pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di
bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

pengkoordinasiaan dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas
perlindungan Perempuan dan Anak;

pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban
kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung
melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);

pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;

pemantauan dan "trauma counseling” bagi perempuan dan anak korban
kekerasan; dan
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penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak
korban kekerasan.

III. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak terdiri dari:

a.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan
kegiatan.

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1.

2.

. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan b ‘ééarlﬁxl

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan keahliannya. e

-

. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fl;ugs’lonal

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggurlg,j-a{ab kepada
Kepala UPTD. //

N

;Lbutuhan dan

beban kerja. ) [ ™

. Jenis Jabatan Fungsional digt Ses : E dénga}gfpp@tp alh perup/daﬁg:f

undangan. /_,_,-f"j_"fﬂ e \ .' 4 J A
T ";'_'; P | * J [ B ATI JEMBER,
nm } U e~ ttd
18 HENDY S

NIP 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN XIV B PERATURAN BUPATI JEMBER
. 29 TAHUN 2022

NOMOR

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KEPALA UPTD

& Utama Madya

Nhklbﬁséﬁs 199202 1 001

KELOMPOK JABATA e
FUNGSE)NF}L A 2L
A\ b i [ i'-.\ J/'/ ;,_:-/""
A L J e
IJ ”[ e |_..--L s
P - j \
=
[B\\V) U =~
= 4‘;‘“\
/~SEXRETARIS DAERAH BUPATI JEMBER,
.--r,l' "../ ) g #0} )
(L SERmeTans ~ ttd
N\ Da=— |
X ARO HENDY S
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LAMPIRAN XV A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA

L.

II.

II.

IV.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA OLAHRAGA

TUGAS

UPTD Pengelola Sarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam mengelola retribusi dan pemeliharaan aset
kekayaan daerah yang berupa gedung dan lapangan yang menjadi
kewenangan Dinas.

FUNGSI

UPTD Pengelola Sarana Olahraga mempunyai fungsi :

a. penyusunan serta pelaksanaan program pengelolaan retrlbus;/dan
pemeliharaan aset kekayaan daerah berupa gedung, | /pai(gan yang
menjadi kewenangan Dinas; dan -

b. Pengelolaan serta pemeliharaan sarana dar;pr’asa{an lahraga.

SUSUNAN ORGANISASI 21/ e

Susunan Organisasai UPTD Per;geioﬁ‘ga é él\aﬂrdgwﬁerdm dari:—"

a. Kepala UPTD mempunyé,t tuga mm} m, me /a,klsanalgarr koordmam
pengawasan _evd 1'\ | e n raaib sebagian tugas dan
kegiatan, ——— J H? ) g% /

b. Kepala-1U / ci:éi k an/ tugasnya mempunyai fungsi

""'pelaksangian ﬂer 1{10

an, t un’l keuangan monitoring evaluasi dan
] awaban atas pelaksanaan tugas.

pelaﬁpbkan peLL'

Kelompok J abata.n F ungsmnal

1.

Keiompek Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

_khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinasdan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

-

-
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5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd
HENDY S
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LAMPIRAN XV B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : /9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA SARANA OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA OLAHRAGA

KEPALA UPTD P
/"'// g
g / I.»‘.Ill I.’j [:—/}ﬂ
KELOMPOK JABATAL OB\~
FUNGSIONAL| L1 ||| A\ I A
Pes = l \ i/JI \—‘ir/', Z
s ’L J i ™
"I [l ,-'l \ P /_,,/ 1~
[\ | | [ ] _—
-' | )_j ]
| T
TN BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S

N na Utama Madya
NIP 19630215 199202 1 001
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LAMPIRAN XVI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

L. TUGAS

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.

IL. FUNGSI
UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi : 7
a. penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat; 7
b. pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana pp€r ional untuk
menjamin agar bangunan dan fasilitas tekmsflamnya f;ét p bersih dan

-

_/‘.‘

siap pakai; ~r1 | = o
c. penyusunan serta penyiapan baha’n/?po; %ﬁlpnai pengqj Tn dan baha’n
kegiatan pengambilan sampel; [P {
d. penerimaan/ pengaﬂ’fb [:ge’h'

lingkungan pefr jla

h \ /sampel’ /dari komponen
B P

e. pengembart dan sta alis-pengujian;
f. pelaksan asil anali },k'cfﬂoratorium terhadap validitasnya
| berdasar n " tode uji dan standar mutu pengambilan
~ saﬁlpel,,

g. qtngambllan contbh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
sél‘ta pengelolaan limbah laboratorium serta pelaksanaan pemantauan
teknfs laboratorium lingkungan,

_h. pelaksanaan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air,udara dan
tanah;

i. pelaksanaan kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan
hasil pemantauan kualitas lingkungan;

j. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan
laboratoriumlingkungan;

k. pelaksanaan pengijian kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak
bergerak; dan

. penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian danperusakan
lingkungan.
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[I1. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

a.

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan
kegiatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

) (8

2.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinasdan bertanggung jawab kepada

Kepala UPTD. A

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutg,hai‘f"aan

beban kerja. -

Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan }eraﬁl perundang-
undangan. e )
l

-
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LAMPIRAN XVI B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA UPTD _—
o
A ()
B o o /‘ ;/x 7 |'III ﬂl Illl'|| |
DA | -
= s H et RV W)~
KELOMPOK JABATAN. [ L=
{7 [ _FUNGSIONAL {
= “| r | | ‘ Bt
.’.-“"\ | | - /.--~/-
VL] TIU T
WU =T
i KASN BUPATI JEMBER,

ttd
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“Pem : a,Utama Madya
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LAMPIRAN XVII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : Z9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA

L.

II.

II.

IV.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

TUGAS

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
persampahan yang baik mulai dari sumber sampah sampai dengan
pembuangan akhir.

FUNGSI T

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi : /-"'
a. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan ,sarﬁpah orE nik dan non

organik menjadi bahan/barang yang empuﬁyal mlaj\c

'FI:goI’ahaJp MH

b. pelaksanaan distribusi hasil prgdt[

c. pelaksanaan pengawasand‘an gan ba:nk h yaﬁéifelah
terbentuk pada masy/ a;kért ~ | =] \[ L 1 - !
d. pelaksanaan/p’g e’ndanaan e a}n’t/a ‘dan ev’aluam daya dukung

)Jgo‘@m sampah

113]3 , pengumpul dan

an pe gembangén riset dan teknologi pemanfaatan sampah
Whies bah ya;ng berwawasan lingkungan.

SUSUi*}m ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari :

a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan
kegiatan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dalam melaksanakan
tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum,
keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
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2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S
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LAMPIRAN XVII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN

JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

KEPALA UPTD e
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L g .'/- N\
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LAMPIRAN XVIII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

. TUGAS
UPTD Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
percepatan kaji terap dan penyebaran teknologi spesifik lokalita dari hulu
sampai hilir di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

II. FUNGSI
UPTD Taman Teknologi Pertanian mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan program-Diseminasi
Teknologi spesifik lokalita;
b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan, pembinaan de
perbenihan, budidaya, panen, pasca pane
pangan, hortikultura dan perkebxu

%5 AN manajemen

c. pelaksanaan pengelolaan algt
d. an-hasil Tanaman
e. ologi budidaya tanaman
ran  informasi teknologi pengembangan
N [pANge ikiltura dan perkebunan;
g a4n ‘pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan

advokasi bisnis bagi masyarakat luas.

III. SYSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi UPTD Taman Teknologi Pertanian terdiri dari :
a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,
pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.
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3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan Perkebunan dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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LAMPIRAN XVIII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 79 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPALA UPTD
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LAMPIRAN XIX A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : #9 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN

L. TUGAS
UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Satuan Polisi PP dalam pencegahan serta penanggulangan
kebakaran.

IL. FUNGSI.
UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi;
a. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebaks
b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatas

kebakaran;
c. Pelaksanaan penanganan bahan berbahs : racun serta

an;

investigasi kebakaran;
d. Pemerikasaan alat pemadan
kebakaran lainnya ;
e. Pemeriksaan lai '

stinan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaranterdiri dari :
a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi,

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan
pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

1IV. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas
kKhusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan keahliannya.



P

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.
Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
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LAMPIRAN XIX B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA UPTD
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

A. UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat
Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)
berdasarkan beban kerja yag sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing
Daerah.

Disamping itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun-2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas~dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Tekfiig-Daerah dapat
dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan.
J e
o

Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang
jangkauan pelayanan cukup luas, u
UPTD dapat dibentuk wilayah ker
oleh seorang koordinator.

mempunyai

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR





